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Mengingat
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BUPATI JEFARA,

bahwa dulam rangka pengaturan pemerintahan kelurahan
agar  lebih berdaya puna dan  berhasil guna dalam
nenvelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan
kemasvarakaian, meka  kelurahan  vang  kondisi
masvaraskainye tidak lagi memenuohi persyaratan dapat
dihapus, dignbung dan atan ditata kembali disesuatkan
dengan kendaon dan kebutuhan ;

. bahwa umak mzksud tersebut horuf a dipandang perlu

mengamr Pembentukan. Penghapusan, Penggabunpan dan /
atetl Penatian Kelurabun dengan Peraturan Dacrah,

Undang-undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propunsi Jawa Tengah ¢

Undang-undang MNomor 22 Tahun 1992  tentang
femenntabian Dacrab  (Lembaran Negara Tahun 1999
MNomor 60, Tawmbalan Lembaran Negara Nomor 3839);

. Keputusan Menferi Dalam Negen Nomor 63 Tahun |999

lendang  Podomian Umism Pengaturan mengenat
Pembentuban kelurahan

Lenigan Persetijuan

DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DANRAL KABUPATEN JEPARA



MEMUTUSEAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG

PEMBENTUEAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN ATAU PEMATAAN KELURAHAN
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasa]l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

pe e

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;

Bupati adalah Bupati Jepara

Camat adalah camat vang wilayah kerjanya meliputi kelurahan yang
bersangkutan ;

Kelurahan adalah wilayah kerja lumh sebagal Perangkat Daerah Kabupaten di
bawah Kecamalan ;

Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar
kelurahan vang telah ada ;

Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam
wilayah kelurahan ;

Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan dua kelurashan stauy lebih
menjad: satu kelurahan

Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang telah ada ;

- Penataan Kelurahan adalah tindakan menata wilayah Kelurahan sechingga

mengakibatkan terbentuknya wilavah Kelurahan dan/atauy Kelurahan haru ¢
Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyvai kegiatan utama bukan
pertanian  dengan  susunan  fungsi kawasan scbagai tempat pemukiman
perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi,



(1}

(2)

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU
PENATAAN KELURAHAN

Pagal 2

Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan
luas wilayah, jumlah penduduk, potensi, dan kondist sosial budaya masyarakat

setemnpat, untuk meningkatkan davaguna dan hasilguna penyelenggaraan
pemenntahan, pembangunan dan kemasyarakatan |

Kelurehan vong kondisi masvarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi
persvaratan dapat dihapus. digabung dan atau ditata kembali setelah
dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga-lembaga
Kemasvarakatan vang ada di Kelurahan,

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN/ATAU PENATAAN KELURAIIAN

Pasal 3

Syarat-syarat Pembentukan, Penghapusan, Penggobungan dan/otan  Penataan
Kelurahan adalah ;

a.

b.

Jumlah penduduk minimal 3.000 jiwa atau 600 kepaia keluarga dan sebanvak-
banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 kepala kelvarga ,

Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasvarakatan ;

Letak, dekat dengan pusat kegistan pemerintahan dengan mempertimbangkan
kelancaran komunikasi dan transportasi ;

Tersedianva prasarana perhubungan, pemasaran sosial. dan sarana fisik
pemenntahan ;

Kondisi kehidupan beragama. adat istiadat serta sifat-sifat masyarakatmya yang
telah menunjuklan ciri-cinnya :

¢+ Majemuk ;

« Dinamis ;

o Sensitif dan krifis ;



{1)

(2}

(3)

(4)

(1)
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¢ Dukungan sosial ckonominya mayoritas sudah tcrpengaruh oleh kehidupan

Lota.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN DAN ATAU PENATAAN KELURAHAN

Pasal 4

Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta svarat-
svarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 3. Kelurabhan dapat dipecah, dihapus,
digabung dan alsu ditata dalam tangks memperlancer  penvelenggurasn
kegiatan pemenntahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;

Fembentukan Kelurahan sebagai akibat dari  kegiatan pemecahan,
penggabungan, dan/atau penataan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan setelah dimusyawarahkan terlebith dahulu dengan pimpinan
Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyvarakat di Kelurahan yang kemudian
hasilnva dituangkan dalam Keputusan Lurak, diusulkan kepada Bupati melalui
Camat ;

Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana tersebut dalam avar (2)
disampaikan kepada Bupati untuk mendapat penpesahan |

Hupati mengesahkan Keputusan Kepala Kelumhan tentang pembentukan
Kelurahan dengan persemujuan DPRLL

BAR V
PERUBAHAN STATUS DESA MENIADI KELURAHAN
Pasal 3
Desa dalam  wilavah Daerah vang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa
masvarakat -



(23 Pumnbentuban Kelurahan sebagaimana dimaksud dalom avat (1) diusulkan oleh
Pemerintah Desa atas persetiyuan BPD kepada Bupati dengan  tembusan
Cainat

(3} Aras persetyjuan DPRED. Bupan menetapkan Peraturan Daerah mengenai
perithahan status Desa menjadi Kelurahan,

Pasal 6

Dengan ditclapkanava status Desa monjadi Kclurghan scbhagaimana dimaksud
dalam Pasol 5, kewenangan Desa sebagai suatu kesatvan masyarakat hukum vang
berhak mengatur dan mengunrus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
wsul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kena Lurah
sebagai Peranplkat Dacrah di bawah Kecamatan.

Pasal 7

(1) Petinggi dan Perangkar esa vanz desanva ditetapkan menjadi Kelurahan
dapat dianghat menjadi Pegawsi Ivegeni Sipil sepanjang ada formast dan
memenul  persyaratan Pepawai Meger:  Sipil sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan vang berlaku ;

(2)Petingge dan Perangkat Desa vang tidak diangkat memadi Pepawm Megeri
Sipil diberhentikan dan pabatannva dan dibenkan penghargaan sesuar dengan
kemampian kevangan Dacrah,

(3}

Fasal 8
Anggeta Badan Perwakilan Dess vansz desanya berubah status memjadi Kelurahan
diberhientikan dar jabatannin dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan
kemampuan keuangan Daeral,

Pasal v

{1) Selurnh kekavaan dan sumber pendapatan milik Pemenntah Desa dengan
berubahava Desa menjadi Kelurahan, menjadi milik Pemenntah Daerah ;

2} Seiwruit kekavsan dan sumber pendapatan sebagaimana tersebut  dalam
avat (1) dikeloln melalm Anpearan Pendapatan dan Belama Daeraly denzan
mmemperhatikan kepentingan Kelurahan vang bersangkutan



{3)
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b
Pembagan hasil kekavsan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud
dalamm avat (1) diatur lebih langut dengan Keputusan Bupati,
BAB VI
BATAS WILAYAN KELURAHAN
Pasal 10
schagar tanda pemisah antara wilavah Kelurahan vang satu dengan wilayvah
KelurghanDesa vang lain, ditstapkan batas wilayoh Kelurahan dengan
Keputusan Kepala  Kelurahan  berdasarkan  kesepakatan  dengan

Keiurahan Desa jain vang berbatasan wilavahnyva :

Feputusan  Kepala Keturzhan scbagaimana  dimaksud dalam avar (1}
disampaikan kepada Bupati melaha Camat untuk mendapat pengesahan ;

Batas sebupmimana dimalksud dalam aval (1) dapat berupa batas alam maupun
Datas buatan.

f*asat 1
Reseluruhan batas wilavah Kelurahian beserta gambaran umum secara avala
mengenal kondisi geagrafis wilavah Kelurmhan secarn lengkap divnjikan dalam

bentuk peta Kelurahan ;

Peta Kelurakion sebagaimana tersebut dalam avat (1) ditetapkan dengan
Eeputusan Kepala Kelurahan -

Reputusan  Fepala Kelemshan  sebagzaimana  tersebut dalam  ayat (2)
dimampaiban Fepada Bapan melatui Camat untuk mendapat pengesahan,

Pasal 12

Dalam ranaka mewsjudkan tertib bataz wilavah KelurshanDesa Pemerintahan
Daer:h dapal membentuk Tim Pembing Hatas Wilavah Kelurahan/Desa.

==



Al Vi

PEMBEAGIAN WILAYAH EFLURAHAN
Pasal 13

(1} Witaval Kelurahan dapat dibentuk lingkungan, vang merupakan bagian dan
wilaveh  Keluruhun sebagal lnghungan Kega pelaksanaan pemenntahan
Feaiurahan ;

{2} Tanokungan dibeniuk denzan syvaril-syarat -

o Jumitaly penduduk ;115njzna!'1[.‘lﬂf.‘ljiwn atan 200 kepala keluarsa ;

7. luns wilavah vang lergangkan secara berdava suna dalam penvelenggarnnn
pemeriniahan, persbangunan dan Kemasvarakatan .

Adaniva suasana  vang  memberiban kemongkinan  kerukunan  hidup
berazama dan perubahan hidug bermasvarakat dalam hubungannva dengan
atkal 15tacar.

T

[aF]
'

(3} Pembeatuban lingkungan ditetapban dengan Keputusan Pupati,
SaAll VI
KITENTLAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saar berdakunve Peraturan aersh i, nama dan batas Kelurahan-kelurahan di
Wilavah Duernh masth menpguiakan nama dan hatas vang berlaku selama ini.

Ban X
RETONTUAN PENUTUPR
Pasal i3

Hal-la]l wvang belum diatur dalum Peraturan Daerah ini zepaniang  mengenar
pelak=nnagnnya skan diater lebwh tanjur cieh Bupat,




Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berluko pada tanggal diundangken.

Agar supaya setiep orang capat mengetahuinye, memenntahkan pngundangan
Peraturan Deerah int dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah,

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Descmber 2000

BUPATI JEPARA
m#
Drs. SE}E'HARTGF

Divndangkan di Jepara
Pada tanggal  Desember 2000

S )

Drs. HENDRO MARTO
Pembina Tingkat I
NIP': 010072 015

LEMBARAN DAFRAH EARBUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 13



ATAS

PERATIIRAN DATEAH KABUPATEN JEPARA
WOBAOR 18 TATTIN 2000

TENTANG

PEMBEINTURAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGATN
AN ATAL PINATAAN KELURAHAN

PENIELASAN UMUD

Dafam upava meninghakan dun mempercepat pelayanan kepuda
masvarakat vang bercirtkan perkoman dibentuk Ketlurahan sebagar Perangkat
daerah Kabupaten vane langsung herhubungan dengan masvarakat,

Agar dalam penvelengsiiaan pemerintahan,  pembangunan  dan
cemamearaisntan dapat beralan feivh bamear, denean memperhatikan asmrasi
i l:ei'u%iuin;an mAsvaTEEal soria svaral-svarat vang oerlaku, Kelurahan
dapas dipecaby, dipabuns, dihapus dan ataw ditata kembali,

Unluk  membenkan  nedoman  dalum  pembenivkan,  pemecanan,
penggabungan dun adau penatua hembal Kelurahan agar dapat berdayaguna
dan herhasilguna, perl ditetapkan dengan Peraturan Daeral.

PEMIFLASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal t ad 13 : Cukun eias,




